»
PR

Menimbang

Mengingat

e

PERATURAN DALRAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR § TAHUN 2013

IENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

a

DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
+DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPA T HALMAHERA SELATAN,

bahwa dalam rangka mempermudah serta mempercepat pelayanan investasi
dan penanaman modal daerah di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai upaya
mempereepal pumbangunan dacrah, meningkatkan Pendapatan Ash Dacrah
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat , perlu dibentuk Peraturan Daerah
tentang Penyelenggraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Halmahera
Selatan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang
Penyelenggraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan ,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara R I Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor
3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI1 Tahun 2006 Nomor 93
Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4661),

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara R I 1ahun 1999 Nomor 174, 1ambahan Lembaran Negara
R 1 Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R1 Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara R I Nomor 3961),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provins1 Maluku
Utara (Lembaran Negara R 1 Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara R I Nomor 4264),

Undang-Undang ~ Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara R I Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
R I Nomor 4279),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)p sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 4576);






